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Posisi saat ini

SDGs 2030
-

RPJMN 2015-2019 = RPJMN 2

2015

2017

Capaian:

* Air Minum: 72,04%

* Sanitasi: 76,91%
* Akses Layak: 67,54%
* Akses Dasar: 9,37%
* BABS: 10,40%

* Persampahan perkotaan*:
* Pengangkutan: 59.08%
* Reduksi: 1.55%

2019
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Target 2019:
* Air Minum: 100% ¢ Persampahan
e Sanitasi: perkotaan:

* Akses Layak: 85% * Pengangkutan: 80%
* Akses Dasar: 15% e Reduksi: 20%
* BABS: 0%

*) Susenas MKP 2016
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Target 2030:

100% akses air
minum dan
sanitasi yang
aman

100% sampah
tertangani
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RKP 2019 - Agenda Prioritas Nasional 1.

Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

PRIORITAS NASIONAL No.1

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Pembangunan
Manusia melalui
Pengurangan
Kemiskinan dan
Peningkatan
Pelayanan Dasar

Percepatan Pengurangan
Kemiskinan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

dan Gizi Masyarakat

Peningkatan Akses Masyarakat

Terhadap Perumahan dan
Permukiman Layak

Pemerataan Layanan Pendidikan
Berkualitas

Peningkatan Tata Kelola
Layanan Dasar

_—

* Penyediaan akses air
minum dan sanitasi
layak

* Penyediaan akses
hunian layak dan
terjangkau

* Peningkatan kualitas
lingkungan di
permukiman




Goals dan Upaya terkait Pembangunan Air Minum - Sanitasi dalam Pencapaian

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Goal6dan 11

Goal 6 Goal 11

Air Minum — Penanganan
Air Limbah sampah

Akses : : Akses Pengolahan
. . Kualitas air ) :
universal air . universal aman air
) minum aman o : Sampah
minum sanitasi limbah

Penanganan




Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
sebagai Kendaraan Pencapaian Universal Access

Pemantapan . . .
Implementasi Sistem Informasi
Perencanaan
*+ Peningkatan kapasitas l—' * Konsolidasi pendanaan |—° * Monitoring dan

pemerintah daerah * Peningkatan kemitraan sanitasi evaluasi
* Peningkatan awareness dan air minum * Tersedianya database
pemerintah daerah * Penguatan regulasi dan sanitasi dan air minum
* Peningkatan koordinasi dan kelembagaan * Insentif dan Disinsentif

sinkronisasi perencanaan
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UPAYA PENCAPAIAN UNIVERSAL ACCESS

PERENCANAAN é IMPLEMENTAS!H
Kualitas dokumen perencanaan harus Kabupaten/kota dengan kualitas dokumen SSK
baik secara substansi R yang baik sebesar 56% (Tahun 2015-2017)
* Dokumen SSK harus di-advokasi-kan % Peluang masuk RPJMD: Pilkada serentak 2018
kepada pimpinan daerah di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota

M Sinergi/koordinasi dengan stakeholder % Penanganan kumuh, kesehatan, lingkungan
lain/sektor lain hidup, kemiskinan, dll

9 Kolaborasi pendanaan dari berbagai
sumber

PROVINSI HARUS LEBIH INTENSIF DALAM MENDUKUNG KABUPATEN/KOTA




Provinsi Harus
Lebih Intensif
Dalam
Mendukung
Kabupaten/
Kota

Kampanye, edukasi
dan advokasi

Pengawalan
substansi melalui
penilaian kualitas

dokumen SSK

4 Pengembangan

kelembagaan,
pendanaan dan
peraturan

Pemantauan dan
evaluasi dengan
melaporkan hasil
pemantauan melalui
web ppsp.nawasis.info

Koordinasi dengan
perangkat daerah

Sinergi dengan
stakeholder terkait
untuk pendanaan dan
perencanaan




KAITAN AIR MINUM DAN SANITASI TERHADAP PEMBANGUNAN PERKOTAAN
YANG BERKELANJUTAN (Layak, Hijau, Cerdas)

Sanitasi merupakan
bagian dari

pembangunan kota Sistem Perkotaan Nasional Ruang Terbuka Hijau
dan kawasan a. Fungsi kota
perkotaan untuk b. Keterkaitan kota
menuju Kota
Berkelanjutan
Tata Kelola Lingkungan
Pemerintahan PEMBANGUNAN KOTA
Pengendalian DAN KAWASAN
PERKOTAAN o
Perumahan
Ekonomi Infrastruktur
Listrik
Sosial Telekomunikasi

Perdagangan :
Stz Sarana Olahraga Peribadatan

Pendidikan Kesehatan




Mari sama—sama kita tingkatkan komitmen bersama
untuk penyediaan akses sanitasi dan air minum!




